
PERATURAN DAE~~ 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAI'I
 

NOMOR 06 TAHUN 2007
 

TENTANG
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 

TAHUN ANGGARAN 2007
 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATl LAMPUNG SELATAN
 

Menimbang: a.	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang 

Namar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Namar 8 Tahun 2005 tentang penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Namar 3 Tahun 2005 

tentang perubahan Undang-undang Namar 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah 

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagimana dimaksud dalam huruf 

a, merupakan perwujudan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2007 yang dijabarkan keclalam kebijakan umum APBD serta prorttas dan 

plafan anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah 

dengan DPRD pada tanggal 10 Agustus 2006; 

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, pertu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2007; 

! 
( 



Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang 

Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tal!o>n 

1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah 1Jngkat II termasuk Kotapraja dalam Ungkungan 

Daerah1Jngkat I 5umatera 5elatan sebagai Undang-undang; 

2.	 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burnl dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569); 

3.	 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, 5ebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

246), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4.	 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan	 Negara 

yang Bersih dan Sebas dlari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6.	 Undlang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7.	 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



8.	 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratura> 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4389); 

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang	 Pemeriksaan Pengelolaan 

Tanggungjawab Keuangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

10.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 5istem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 

4421); 

11.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nome,r 4437); 5ebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomar 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan Undang-undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 108, Tambahan Lembaran Negara 

RepublikIndonesia Nomor 4548); 

12.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

RepublikIndonesia Nomor 4438); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 r 

Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4139 ); 



14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daera!l 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor US r 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protnkoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 • Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomar 4416); 5ebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomar 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 r 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 5tandar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nornor 

49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

18. Peraturan Pemerintah Nomar 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 t 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4574); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4576); 



20< Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOC'5 

Nomor 138 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomar 57 Tahun 2005 tentang Hibah (lembaran 
-" Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

22. Peraturan	 Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140 r Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

23. Peraturan	 Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomar 4585); 

24< Peraturan Pemenntah Nomar 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

25< Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

KineJja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2003 

Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAII 

Dan 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:	 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMII'UNG SELATAN TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2007. 

Pasall 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut: 

L Pendapatan Daerah Rp.877.194.747.326,00 

2.	 BeJanja Daerah Rp. 923.784.350.066,90 

Surplus/(Defisit) Rp. ( 46.589.602.740,90 ) 

3.	 Pembiayaan Daerah: 

a. Penerimaan Rp. 49.849.602.740,90 

b. Pengeluaran Rp. 3.260.000.000,00 

Pembiayaan Nero Rp. 46.589.602.740,90 

Sisa l.ebih Anggaran Tahun Bert<enaan: Rp. 49.849.602.740,90 

Pasal2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terd;1i dart; 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	 Rp. 22.271.430.800,00 

b.	 Dana Pelimbangan 5ejumlah Rp. 729.323.316.526,00 

c.	 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 125.600.000.000,00 

(2)	 Pendapatan Asli Daerah 5ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdili dan jenis 

pendapatan: 

a.	 Pajakdaerah sejumlah Rp.7.875.000.0OO,OO 

b.	 Retribusi daerah sejumlah Rp.7.926.000.000,00 

c.	 Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan sejumlah Rp. 2.105.000.000,00 

d.	 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumJah RpA.365A30.800,OO 



(3) Dana Perirnbanqan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dan jen',s 

pendapatan: 

a. Dana bagi hasll pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 69.292.316.526,00 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 600.921.000.000,00 

c. Dana Alokasl Khusus sejumlah Rp. 59.110.000.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf 

c terdiri dan jenis pendapatan: 

a. Dana Hibah sejumlah Rp. -

b. Dana Darurat sejumlah Rp. • 

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 107.200.000.000,00 

d. Dana Penyesuaian dan Dtonomi Khusus sejumlah Rp. 18.400.000.000,00 

e. Bantuan Keuangan dan Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp­

~. Pasal3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tldak Langsung sejumlah Rp. 478.148.989.991,90 

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 445.635.360.075,00 

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dart jenis 

beianja ; 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 395.900.241.808,06 

b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 

d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 1.392.968.500,00 

e. Belanja Bantuan Scsial sejumlah Rp. 30.049.450.600,00 
'0 

f. BeJanja Bagi HasH sejumlah Rp. 

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 47.806.261.500,00 

h. BeJanja l1dak Terduga sejumlah Rp. 3.000.067.583,84 

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdm dari jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 50.414.124.985,00 

b. Belanja Sarang dan Jasa sejumlah Rp. 117.908.916.860,00 

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 277.312.318.230,0 

Pasal4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdiri dari: 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 49.849.602.740,90 

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.260.000.000,00 



(2)	 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah 

Rp.	 49.849.602.740,90 

b. Pencairan Dana cadangan sejumlah	 Rp. 

c. Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	 Rp. 

e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 

f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah	 Rp. 

(3)	 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. Pembentukan Dana Cadanqan sejumlah	 Rp. ­

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 

Co Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 260.000.000,00 

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	 Rp. 

Pasal5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1, tercantum dalam Iampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

peraturan daerah ini, terdiri dari: 

1.	 Lampiran I Ringkasan APBD; 

2.	 Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi 

SKPD 

3.	 Lampiran III Rinclan APBD menurut urusan pemerintahan daerah organisasi SKP, 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

4.	 Lampiran N Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi 

SKPD, program dan kegiatan; 

5.	 Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

kepemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

6.	 Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan; 

7.	 Lampiran VII Dattar Piutang daerah; 

8.	 Lampiran VIII Dattar penyertaan modal (investasi) daerah; 

9.	 Lampiran IX Dattar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 

10.	 Lampiran X Dattar perkiraan penambahan dan perJgurangan aset lain-lain; 

11.	 Lampiran XI Dattar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggariln ini; 

12.	 Lampiran XII Dattar dana cadangan daerah; dan 



13. Lampiran XIII Dattar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 

Pasal6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD. 

Pasal7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
 

Ditetapkan di K a I I and a 

pada tanggal 14 Maret 2007 

LAMPUNG SELAT 

Diundangkan di Kalianda
 

Pada tanggal 14 Maret 2007
 

SEKRETARIS DAERAH 
Kabupaten Lampung Selatan 

I ~ - ---" 

Drs. Hi. RUSDI MAUKI
 
PEMBINA UTAMA MUDA
 
NIP. 010 079 OB9
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